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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR .2i TAHUN 2. OD! 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADAPUSAT KESEHATAN 
MASY ARAKA T KABUP A TEN KARANGANY AR 

Mcnirnbang 

Mengingat 

DENG AN RAfWAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka 
Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kesehat.m di Pusat Kesehatan Masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Daerah K.abupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar 
Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah 
Sak.it Umum dan Pusa! Kesehatan Masyarakat K.abupaten Daerah 
Tingkat II Karanganyar telah diubah kedua kali terakhir dengan 
Pcraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nornor 2 
Tahun 1997, khususnya materi yang mengatur tentang pelayanan 
kesehatan pada Pusat Kesehatan M.asyarakat serta Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983 
tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mernpelai diubah dengan 
Peraturan Daernh Nomor S Tahun 1991, tidak sesuai dengan 
perkernbangan keadaan, sehingga perlu ditinjau dan disusun Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat Kabupatcn Karanganyar; 

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

1. Undang-un<lang Nomor 13 Tahun 19S0 tentang Pernbentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalarn lingkungan Propins~ Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Norr.or 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 57, Tarnbahan 
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

3. Un<lang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan 
Rctnbusi Daernh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran N~,ra Republik Indonesia Nomor 3685) ), 
scbagaimJna telah diubah dcngan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 ( Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tnmhnhan Lcmbarnn Negara Rcpubb"k Indone&.'\ Nomor 3839); 
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan Daerah. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3848); 

6 . Peraturan Pcmcrintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan 
Scbagian Urusan PcmcrinWlan Dalam Bidang Kesehatan Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un 1987 Nomor 9, 
Tambahan Lcmharan \Jcgara Rcpublik Indonesia Nomor 3347); 

7. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/SK/1990 tentang 
Strategi Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 

9.-Keputusan Bersarna Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1203/tvfENKES/SKB/XIl/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD 
tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Indonesia dan 
Anggota Keluarg~; 

10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 93AIMENKES/SKBIII/1996 dan Nomor 17 Talnm 1996 tentang 
Pcdoman Pelak.'Wlaan Pungutan Retnbusi Pusat Kesehatan Masyarakat; 

11. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tah.un 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

I 3. Kcputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 440/42/1988 tentang Pe,doman Pelaksanaan Penggunaan 
Potongan Langsung oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar clan Tata 
Cara Pertanggungjawaban; 

14. Peraturan Daerah. Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 7 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Tahun 1990 
Nomor 49); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 6 
Tahun 1995 tentang Organisasi clan Tata Kerja Pusat Kesehatan 
Ma~yarakat Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Dacrah Tingkat II Karanganyar Nomor 21 Tah.un 1996 
Seti D . No. 18). 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERI\H KABUPATEN KARANGANYAR 

MEMlJTUSKAN : 
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Menetapkan PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN KARANGANY.AR 
TENT ANG RETRIBUSI PELA YANAN KESEHATAN PADA PUSAT 
KESEHA TAN MASY ARAKA T KABUP ATEN KARANGANY AR. 

)l 

BAB I · 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 
h. Dinas Kcschat.1n adalah Dinas Kcschatan Kabupaten Karanganyar; 
c. Kcpala Dinas K!.!sehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karanganyar; 
cl. Pusat Kesehatan Masyara.kat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang 
mclaksanakan pclayanan upaya kesehatan secara paiipuma kepada 
masyarakat dcngan wilayah kerja tertentu; 

e. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten 
Karanganyar; 

r. Puskcsmas Pcrawatan adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang mencakup pcmondokan, 
pcnggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita; 

g. Puskesmas Tanpa Perawatan adalah Puskesmas dengan kegiatan 
fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang mencakup 
penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai 
penderita; 

h. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang menyangkut bagian wilayah 
kerja Puskesmas dan merupakan bagi.an integral dari Puskesmas; 

1. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang 
dilengkapi dengan kendaraan bennotor roda empat dan peralatan 
kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna 
menunjang dan mernbantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Puskesmas 
yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan; 

J. Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan kegiatan pokok kesehatan 
yang dilaksanakan oleh Puskesmas; 

k. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya 
disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan 
kesehatan yang paripuma berdasarkan azas kekeluargaan, yang 
berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan 
yang dilaksanakan secara pra upaya; 

I. Kartu Sehat adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kcsehatan Kabupaten untuk ·mendapatkan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dalam wilayah Kabµpaten Karanganyar; 
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m. Konsultasi Medik adalah konsultasi bail< oleh pasien kepada tenaga medis, maupun antar 
tcnaga mcdis dari jcnis spcsialis yang bcrbcda dalarn hal penanganan terhadap kasus 
pcnyakit; 

n. Darurat Medi.k adalah tindakan kegawat-daruratan yang harus segera dilaksanakan; 
o. Bahan atau alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (pakai habis), bahan Radiologi 

dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalarn rangka observasi, diagnose, 
pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh 
Puskesmas; 

p. Badan adalah suatu bcntuk hadan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanclitcr, Pcrscroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 
<lan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Finna, Kongsi, Koperasi, Yayasan 
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk 
badan usaha lainnya; 

q. Ret1ibusi Jasa Umum adalah rctribusi atas jasa yang disediakan · atau diberikan oleh 
Pcmcrintah Dacrah untuk tujuan kcpentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

r. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ·yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas; 

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 

t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi clan atau sanksi adrninistrasi berupa bunga dan atau denda; 

u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar. 

BAB II 

PELA YANAN KESEHA TAN P ADA PUSKESMAS 

Bagian Kesatu 
Pelayanan Kesehatan 

Pasal 2 

(1) Pelayanan kesehatan di Puskesmas ditangani oleh tenaga medis, paramedis clan non 
medis. 

(2) Puskesmas scbagaimana dimaksud ayat (I) Pas al ini meliputi : 

a. Puskesmas Tanpa Perawatan; 
b. Puskesmas Perawatan. 

(3) Pelayanan kesehatan yang dibcrik.an di Puskcsmas meliputi : 

a. Pelayanan Promotif (peningkatan); 
b. Pelayanan Preventif (pencegahan); 
c. Pelayanan Kuratif (pengobatan); 
d. Pelayanan Rehabilitatif (pemulihan). 
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PasaJ 3 

(1) Puskesmas Tanpa Pcrawatan sebagaimana dima,ksud Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan 
Daerah ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan 
dcngan mcnycdiakan sarana sesuai dengan jenis pelayanannya. 

(2) Puskcsmas Pcrawatan scbagaimana <limak.sud Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah 
ini memberikan pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama berupa rawat inap sesuai 
dcngan jcnis pclayanannya. 

(3) Da.lam upaya mcndckatkan _pclayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan 
kesehatan dapat diberikan mela.lui Puskesmas Keliling dan puskesmas Pembantu. 

( 4) Lokasi Puskesmas Tan pa Perawatan, Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Pernbantu 
ditetapkan olch Bupati atas usul Kepala Dinas. 

( 5) Lokasi Puskesmas Keliling ditentukan oleh Kepala Puskesmas. 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan Kesehatan 

Pasal 4 

(1) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh dokter Puskesmas dengan menunjukkan Kartu 
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Instansi/Desa/Kelurahan atau tanda 
pengenal.!bukti cliri lainnya. 

(2) Pemeriksaan kesehatan yang dilayani di Puskesmas meliputi : 

a. Pcmcriks.aan kcschatan c.alon pcngantin; 
b. Pemcriksaan kcschatan calon pegawai/karyawan; 
c. Pemeriksaan kesehatan caJon haji; 
d. Pemeriksaan kesehatan calon transmigran; 
e. Pemeriksaan kesehatan untur. keperluan rnelanjutkan sekolah; 
f. Pemeiik.saan kcschatan untuk kcpcrluan asuransi; 
g. Sosial / cacat; 
h. Pengantar / Visum ct Rcvcrtum luar; 
1. Pemeriksaan kesehatan untuk Caton Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ). 

(3) Disamping jenis-jenis pelayanan pemeriksaan keschatan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
Pasal ini , Puskesmas dapat melayani pemeriksaan kesehatan ]lµMya sesuai dengan 
kebutuhan pernohon bail< perorangan maupun instansi. 

Pasal 5 

( 1) Pemerik.saan kesehatan calon µengantin dilakukan terhadap sepasang calon pengantin 
yang akan mcl:mgsungkan pcrkawinan schclum pendaftaran perkawinan di Kantor 
Umsan Agama Kccamatan a tau Kantor Catalan Sipili Kabupaten Karanganyar. 

(2) Setelah cliadakan pcmcriksann, doktcr mcmberikan surat keterangan sehat untuk dapat 
mclangsungkan pcrkawinan kcpada scpasang cal<;>n pengantin yang dinyatakan sehat. 

(3) Calon pcngantin yang dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan 
dan diharuskan untuk bcrobat sampai scmbuh tanpa menghalangi proses perkawinan: 
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Pasal 6 

Pemeriksaan keschatan tcrhadap calon pegawai/karyawan, calon haji, calon transmigran, dan 
pemeriksaan kesehatan untuk kepcrluan mel.anjutkan sekolah maupun asuransi serta 
pemeriksaan kesehatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah 

Pasal 7 

( 1) Pelayanan kesehatan terhadap anak Sekolah Dasar / W dan SL TP dapat dilayani di 
Puskcsmas / Puskcsmas Pcmhantu bcrdasarkan rujukan dari sekolah. 

(2) Pemberian imunisasi pada anak sekolah SD / MI dilayani oleh petugas Puskesmas dan 
dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan sesuai waktu yang sudah ditentukan. 

Bagian Keempat 
Pelayanan Terhadap Keluarga Tidak Mampu 

Pasal 8 

( 1) Keluarga tidak mampu dapat dibcrikan pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan 
kesehatan di Puskesmas. 

(2) Bagi penderita tidak mampu sebagairnana climaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibebaskan 
dari biaya perawatan dengan menunjukkan kartu sehat atau surat keterangan tidak 
mampu dari pejabat yang berwenang. 

(3) Syarat-syarat mendapatkan Kartu Schat bagi penderita tidak mampu sebagaimana 
climaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan. 

BAB ill . 

PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI / OBAT-OBATAN 

Pasal 9 

(I) Pcrbckalan farmasi/obat-obatan untuk kcperluan pelayanan kesehatan di Puskesmas 
bcrasal daii dana Pcmctintah, Pcmc,intah Daerah dan PT ASKES yang disediakan 
mclalui Dina.s Kcschat,·m. 

( 2) ;\pabila tc1jadi kckurangan kc.'. hutuhan pcrbckalan farmasi/obat-obatan, Pemerintah 
Daerah dapat menyediakan dana pembelian obat-obatan bagi Puskesmas sesuai 
kemarnpuan kcuangan dacrah, yang disecliakan melalui Dinas Kesehatan. 
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BAB IV 

NAMA, OBYEK DAN SUB'YEK RETRIBUSI 

Pasal 10 

Dcngan nama Rcltibusi Pclayan,m Kcschatan Pada Puskesmas, dipungut Retribusi atas 
pembcrian Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas. 

Pasal 11 

(1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan pada Puskesmas. 

(2) Penggolongan tin<lakan me<lik dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasa1 ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
te1visahkan <lcngan Pcratw·an Daerah ini. 

Pasal 12 

(1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi' alau badan yang memperoleh pelayanan 
kesehatan di Puskcsmas. 

( 1) Wajib Retribusi adalah orang p1ibadi a tau badan yang bertanggung jawab atas 
pcmbayaran rct1ibusi pelayanan kcschatan p,1d.1 Puskesmas. 

BAB V 

GOf ,ONOAN RETRIBUSI 

Pasal 13 

Rctribusi Pclayanan Kcschatan pa<la Puskcsmas teimasuk golongan Retribusi .Tasa Umum. 

BAB VI 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 14 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pclayanan Kesehatan pada Puskesmas diukur 
bcrdasarkan juml~jcnis bahan, tindak.an, jenis alat pelayanan kesehatan clan waktu 
pemberian pelayanan. 

BAB VD 

PRINSIP PENET APAN, STRUKTUR DAN BESARNY A TAR.IP RETRIBUSI 

Pasal 15 

Prinsip penctapan tarip retribusi untuk memperoleh pendapatan dengan memperhitungkan 
biaya administrasi, biaya hahan, jenis alat pelayanan kesehatan, biaya 
perawatan/pemeriksaan, tindakan, pengobatan, biaya bahan clan alat, penginapan dan 

konsumsi. 
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Pasal 16 

Struktur clan bcsamya tarip rctribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagairnana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. · 

Pasal 17 

Biaya bahan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana 
dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberlakukan menurut atau Harga Eceran 
Tertinggi (HET) yang bcrlak'U. 

BAB VIII 

PENGELOLAANPENDAPATAN 

Pasal 18 

( 1 ) Penerimaan pcndapatan Puskesmas yang diperoleh dari biaya pelayanan kesehatan 
60 % (en:irp puluh persen) disetor ke Kas Daerah dan 40 % (ernpat puluh persen) 
dapal digunakan langsung olch Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas 
pelayanan. 

(2) Pcnggunaan 40 % (cmpat puluh pcrscn) pene1imaan pendapatan Puskesmas yang 
digunakan langsung oleh Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Kepala 
Dinas Kesehatan. 

Pasal 19 

( 1) Pendapatan rawat inap di Puskesmas yang diperoleh dari biaya bahan, biaya sewa alat 
Puskesmas dan biaya pemeriksaan/tindakan disetor ke Kas Daerah. 

(2) 75 % (tujuh puluh lirna persen) dari komponen biaya perneriksaan/tindakan yang disetor 
ke Kas Daerah sebagairnana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini dikembalikan ke Puskesmas 
untuk digunakan sebagai operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas. 

BAB IX 

SAAT RETRIBUSI TERUT ANG 

Pasal 20 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dolmmen lain yang 
dipersamakan. 

BAB X 

WILA Y AH PEMUNGUT AN 

Pnsal 21 

Rt:Lribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah. 
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BAR' XI · 

TA TA CARA PE1\1UNGUT AN 

Pasal 22 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD at.au dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB xn 
SANKSI ADMINJSTRASI 

Pasal 23 

Dalam hat Wajib Retribusi tidak membayar tcpat pada waktunya at.au kurang membayar 
dikcnakan sanksi administrasi bcrupa bunga scbcsar 2 % (dua persen) setiap bulan dari 
retribusi yang terutang atau kurang dibayar clan ditagih dengan menggunakan STRD. 

BAB XIII 

TATACARAPE:MBAYARAN 

Pasal 24 

( 1) Pembayaran Rct.ribusi hams dilakukan sccara tunai. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib retribusi untuk 
mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. · 

(3) Tata cara pcmbayaran Rctribusi sebagaimana dirnaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan 
olch Bupati. 

( 4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib retribusi untuk menunda 
pembayaran rctribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(5) Pembayaran retribusi harus dila.kukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk 
sesuai waktu yang clitentukan dengan menggunakan SK.RD at.au dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(6) Dalam hal pcmhayaran dilakukan di tcmpat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan 
rcttibusi hams disclor kc Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam 
waktu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Apahila pcmbayarnn Retrihusi sctelah lewat wa.ktu yang ditentukan sebagairnana 
dimaksucl ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2 % (dua pcrsen) per bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan d,:ngan 
menerbitkan STRD. 
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Pasal 25 

(1) Pcmbayaran Rct1ibusi scbagaimana dirnaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini 
diberikan tanda bukti pcmbayaran. 

(2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

BAB A1V 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 26 

( 1) Surat teguran a tau pcringatan scbagai :m:al tindakan penagi:han dikeluarkan 7 (tujuh) 
haii sejak j:nuh tempo pcmbayaran. · 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari scjak tanggal surat teguran atau pe1ingatan wajib 
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh 
Bupati. 

BAD XV 

TATACARAPENGURANGAN,KERINGANAN 
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 27 

( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 

(2) Tara cara pcmbcrian pcngurangan, kcringanan dan pcmbcbasan rctribusi scbagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. 

BAB )..'VI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 28 

( 1) \V ajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 
4 ( empat) kali jumlah retrubusi terutang. 

(2) Tindak pidana scbagimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini adalah pelanggaran. 

BAB XVII 

PENYlDIKAN 

Pasal 29 

( 1) Pcjabat Pegawai Ncgeri Sipil tcrtentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wcwenang khusus scbagai penyidik untuk pcnyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah. 
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(2) Wewcnang penyidik sebagaimaM dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: 

a. Mcncrima , mcncari, mcngurnpulkan dan mcncliti kctcrangan atau laporan bcrkcnaan 
dengan tindak pidana di hidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
te1'8cbu1 mcnjadi lebih lcngkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari clan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribacli atau badan 
tentang kebenaran perbuat:m yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 

c. Meminta kctcrangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dcngan tindak pidana di bidang Rctribusi Daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan · dokurnen-dokurnen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Rctribusi Daerah; 

c. Mclakukan pcnggclcdahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumcn-dokumcn lain, scrta mclakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut. 

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di hidang Retribusi Daerah; 

g. Menyuruh _berhenti, mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pad.a 
saat pcmcriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumcn dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini; 

h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 
1. Memanggil orang untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka at1u 

saksi; · 
J. Menghcntikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa.sat ini memberitahukan dimulainya 
penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada penuntut umum sesuai 
dcngan ketcntuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. · 

BAB xvm 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pas11l 30 

Hal-hat yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh 
Bupati sepanjang rnengenai pelaksanaannya. 

Pasal 31 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah m1 rnaka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karanganyar Nomor 10 Tahun 1989 tentang, Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daeral1 Tingkat II Karanganyar, 
yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Karanganyar Nomor 13 Tahun 1994 serta diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1997, untuk ketentuan­
ketentuan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat 
serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II K.aranganyar Nomor 2 Tahun 1983 
tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, yang telah diubah dengan Peraturan 
Dacrah Kabupatcn Dacrah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan tidak 

bcrlalm lagi . 
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Pasal 32 

Pcraturan Dacrah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lcmharan Dacrah Kahupaten Karanganyar. 

Diundangkan di Karanganyar 
ada t.anggal 15· ~ e.. 0r .,u)f ,- :2 oo' 

--~iit,..T, ;TAR.IS DAER.AH 

ARMAN 
+ ' 

Ditetapkan di Karanganyar 
padn langgal 1 5 Pcbruari 2001 

,:1~~/ ' 
'~BARAN DAERt\fl KABl.lPATJ•:N KARANGANYAR 

NOtvH >H ,...~- TAI It IN 2001 SFln n . -4 
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PENJELASAN 
PERAfURAN DAER.AH KABlJPATEN KARANGANYAR 

NOMOR i 1 TAHllN 2001 

TENTANG 

H.FTl{IIH :s1 PFI .,\ Yt\~AN KFSEI lt\TAN PADA PUSA'I: KESEHATAN 
ivl/\SYARAKAT KAntJP.\TEN KARANGANYAR · 

·' 'I 
I 

1 ):1lam ri,111gka mcningka1b11 ktwlitas pclayanan kcsehat~n pada Pusat Kesehc1tan 
;\'lasyarabt st.:suai dc11g:1n pcrkc111bang:1n clan kcbutuhan masyarakat d~wasa ini, maka 
dipl:rlukan si1ri111a dan prasaran:1 sci1a tcnaga mcclis / para medis yang! lehih memadaj. 
Olt:h bn;na11ya Pt.:ml:rintah Dacrah pl:rlu meningkatkan Puskcsmas. agar dapat 

. I 

l;'~'.J'.ilurap Uai.:rali K;1bupati.:11 Uai.:rali Tingkat 11 Karanganyar Nomor 10 
Tahun 1989 tcntang Pclayanan Kcschalan pada Rumah Sakit Umum clan Pusal 
Kcsd1atan_ i\.lasyarakat Kabupatcn Dacrah Tingkat II Karanganyar, yang merupakan ' 
pccloma11 bagi pclaksanaan pclayan:111 kcschat;m -baik di RSU maupun Puskcsrnas, te!ah 
diubah kcclua bli, y:tilu pcrubahan pt:rtami'l dengan Pcratliran . Di'lernh Kabupaten 
Dacrah Tingkat ll Karanganyar Nomor 13 Tahun 1994, clan yang tcrakhir dengan 
Peraturan Dacrah Kabupatcn Dacrah Tingkal II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1997, 
dipandang sudah ticbk scsuai dengan pcrkembangan keadaan dewasa ini, terntama 
rnnteri yang rnengatur pelayanan kesehntnn pada Pusat Ke~ehatan Masyarakat, sehingga 
Pcrnlurnn Daei·ah lcrscbut perlu dilinjau kcrnbali. Demikian juga dcngan Peraturan 
Dacrah Kah11pi1lcn Dacr:1h Tingkat TI Karanganyar Nomor 2 Tahun . 1983 tcntang 
Pcme1iks.rwn Kcschatan Cnlon Mcmpclai yang telah· diubah dengan Peraturan Daernh 
Kabupatcn Dacrah Tingkat rt Karanganyar Nomor 5 Tahun 1991. 

I 

Guna lcbih mcningkatkan kcmandi1ian Puskesmas dalam memberikan pelayanan 
kcschat:m pa<la masyarak:tt maka lnrif pclayanan · kesdrntan pada Puskesmas 
scbagaimana diatur dalam Pcraluran Dacrah Nomor 10 Tahun 1989 jo. Pcraturan 
Dacrnh Nomor 13 Tahun 1994 dan Nomor 2 Tahun 1997 perlu ditir\jau kembnli. 

11. l'EN.IELAS:\N I' ASAL DEMI P /\SAL 

J>as:11 1 hurur a Cukup jclas. 

hurnl' l~ Cukup jcbs. 

lrnrur C Cukup jcl:1s . 
hurnf d Cukup jclas. 
hurnf c Cukup jclas. 
hurnr r Cukup jclas. 
hurnf g Cukup jclas. 

hurnf h Cukup jclas. 

hurnf i Cukup jclas. 
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Pasal 2 

Pasal 3 

Pasal 4 

Pasal S 

Pasal 6 

huruf j 

hurufk 

huruf I 

huruf m 
huruf n 

huruf o 

hurnf p 

hurnfq 

humfr 

huruf s 

huruf t 

hwufu 

Pasal 7 ayat ( 1) 

ayat(2) 

Pasal 8 

Pasal 9 

Pasal 10 

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas mcliputi 
kegiatan pokok kesehatan antara lain : 

1. Kcschatan Ibu clan Anak. 
2. Kcluarga Bcrencana. 
3. Usaha Pcningkatan Gizi. 
4. Kcschatan Lingkungan. 
S. Pcncegahan clan Pemberantasan Penyakit Menular. 
6. l'cngobatan 1<.:11nasuk pclaya.nan <larurat k.an.::na kccdaka,m. 
7. Penyuluhan kesehatan ma!>-yarakat. 
8. Kcschatan Sckolah. 
C)_ Kcsl'.hatan olah r:ig:1. 

10. J>crawalan k~:sclialan 111as)1ar:1bl. 
11. Kcschal,lll ke1:ja . 
12. Kesehatan gigi dan mulut. 
13. Kcschatan jiwa. 
14. Kcsd1ntan matn. 
15. L.iboratorium sedcrhana. 
16. Pcncatatan clan pelaporan dalam rnngka sistim 

inJonnasi kt.:sdiatan. 
17. Kcschatan usia lanjut. 
18. Pembinnan pengobatan traclisional. 

Cukup jelas. 

Cukup j~las. 

Cukup jclas. 

Cukup jclas. 

Cukup jclas. 

Cukup jclas. 

Cukup jcl:is. 

Cukup jelas. 

Cuk1.1p jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas 

Cukup jclas. 

Cukup jclas. 

Cukup jc.:las. 

Cukupjdas. 

Cukup jclas 

Pcmbcrian imunisasi dil.1ksanakan scsuai jadwal yang sudah 
ditentukan clan diatur oleh K.epala Puskesmas, sesuai 
dcngan jcnis imunisasin~1a. 

Cukup jcl.is. 

Cukup jcl.is . 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 13 

Pasal 14 

Pasal 15 

Pasal 16 
l'asal 17 

Pas:il 18 

Pas:il 19 

l':isal 20 

Pasal 21 

Pas:il 22 :i~·at ( 1 ) 

"·' ,11 (2) 

Pasal 23 

Pasal 24 

l'asal 2~ 
P;1sal 2(, 
Pasal 27 

Pasal 28 

J>asal 29 
Pasal JO 

Pasal 31 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukupjcl~. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jclas. 
C'ukup jclas. 

C'ukur jclas. 

C'ukup jc\as. 

Cukup jdas. 

Cukup jclas. 

Cukup .iclas. 

Yang di111al-.sud tkngan dokunwn lain yang dipcrsamaknn 
antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. 
Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas .. 
Cukup jdas. 
Cukup jclas. 

Cukup jcl:-is. 

Cukup jclas. 
Cukup jclas. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Pnrnf 



LAMl)IRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUP ATEN KARANGANY AR 

NOMOR ,4 T Af-TIJN 2001 
TANGGAL I,'> r~ Prvv;A,ri ;2, OtJ! 

PENGGOLONGAN TINDAKAN MEDIK YANG DAPAT 

DJTANCANl Pl JSKF:SMAS 

A. TINDAKAN MEDIK UMUM 

1. Ringan - Pemasangan spalk ( fr.iktura ). 

- Mcnjahit Iuka I - 5. 

- Kateterisasi urine. 

- Dauer Kateter. · 
- Lavcmcn. 

- Pengawasan Transfosi. 

- Pemberian makanan lcwat selang hidung. 

- Schoorstccn. 

- Perawatan tnli pusat. 
- Pcmnsangan inlits. 

- Tindik. 

Tin<lakan ringan lainnya. 

2. Secfang Aspirasi Cairan Asitcs . 
- Pcrawal:m C'omolio Ccn.:bti (Cicgar otak ringan). 

- Perawatan sub ileus. 

- Biopsi/pap smear diluar lab. 

- Dawir. 

- Menjahit Iuka lchih d:ui 5 .. 

- Tindak:111 scdang lainnya. 

B. TJNDAKAN MEDlK KHlJSUS 

- Fungsi cairan scndi. 

- Fungsi hematorna. 

- Pcnanganan pcmbcrian cairan pad.i dchidrasi. 

- Combustio ( pcrawatan .. ). 

- Angkat Coqms Alienum. 

- V cna seksi. 

- Circumsisi ( khitan ). 

- Tindakan mcdik khusus lainnya . 

. ....-~5.dTIKARANGANYAR, 
/ 
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LAMPIRAN II 

PERATlJRAN DAERAH KABUPATEN KARANGANY Af 

NOMOR J, TAI-TTJN 2001 

TANGGAL 15 PEBRUAR12001 

RINCIAN BIAY A PELAY ANAN KESEHATAN 
P ADA PUSKESMAS 

A. BIA YA PELA YANAN RAWAT JALAN 

1. Poliklinik Umum clan Gigi. 
a. Administrasi Rp 

b. Obat pakct Rp 

c. Bahan habis pakai dan scwa Rp 

cl. Jasa Pcmcriksaan Rp 

Jumlah Rp 

2. Darurat Medik Rawat Jalan. 

250,00 

1.500,00 

500,00 

750,00 

3.000,00 

a. Adrninistrasi Rp 500,-. 

b. Ohat scsuai harga obat. 

c. Bahan I-Iabis Pakai 

d . .Jasa pcmcriksaan 

scsuai harga Bahan Habis Pakai. 

Rp 2.000,-

J . Tindakan Mcdik 

! No 
I 

Jcnis Pclayanan 
. ····-·-- -··-··- - · Biava ( Rp) 

Bahan Alat Tindakan 
·---··- .. -·· · --·- . . ·- ·-·- - -·--- -

A T indakan Mcdik Umum 
Jumlah 

Ringan 3.750 1.250 500 - 5.000 7.500 - 10.000 

Sedang 3.750 2.500 5.000 • 10.000 11.250 - 16.250 

B T indakan Medik K.husus 7.250 6.250 20.000 33.500 

4. Poliklinik Gigi dan Mulut 

No Jenis Pelayanan Biava (Ro) 

Bahan Alat Tindakan Jurnlah 

1 Pcrtolongan Kecil 500 500 1.500 2.500 

2 Pencabutan gigi 

- Tetap 750 750 1.500 3.000 

- Sulung 

"' dengan Jnjcksi -1.500 1500 · 1.000 4.000 

"' ta.npa lnjcksi 500 500 1.000 2.000 

3 Pencabutan gigi dengan 

Kornplikasi Fraktur 1.000 1.000 5.000 7.000 

4 Pengobatan urat syaraf 

(Tumpatan scmentara) 750 750 1.500 3.000 

5 Tumpatan Amalgam/Silikat 750 750 2.000 3.500 

6 Pernbersihan karang gigi 

Per Zetting 1.500 500 3.000 5.000 l 7 Pengobatan Abccs dengan \ ·1.000 1.000 4.000 6.000 

____ Jmc1s1 ---- ·-··----- . ,, .. , _____ ,.,_ .. _ .. .. , . 

(':itat~n : Oh:11 P:1kct dibayar di Lokcl Pcmbayaran Depan. 



-­,. --•·-· 

B. BIA YA PEMERIKSAAN LABORA TORI1.Th1 SEDERHANA 

No Jcnis Pclayanan Biaya I Rp) 

Bahan Alat Tindakan Jumlnh -
1 Pemeriksaan Darah 

- HB SAHLI 1.150 500 350 2.000 
-LED 1.150 500 350 2.000 

- Got. Darah 1.600 550 350 2.500 
- Clotting Time 800 400 300 1.500 
- Bleeding Time 800 400 300 1.500 

- Malatia 1.500 900 600 3.000 

2 Pemcriksaan U1ine 
- Lcngkap 3.500 1.500 1.500 6.500 
- Reduksi I 1.150 500 350 2.000 
- Protein 1.150 500 350 2.000 

- Sedim<m 1.150 500 350 2.000 

- Urobilin 1.150 500 350 2.000 
- Bilitubin 1.150 500 350 2.000 
- Test Kchamilan 7.500 3.500 2.500 13.500 

3 Peme1i.ksaan Tinja/Faeces 

- Ankilos Concentrat 1.500 900 600 3.000 

- Bcnzidin test I 1.500 900 600 3.000 

I 
4 Pcmcriksaan Sputum I 

-BTA i 5.250 2.500 1.750 9.500 

Catalan : Pcmcriksaan urine lcngkap mcliputi : reduksi, protein, sedimen, urobilin, bilirubin 

C. BIA YA PELA\' A.NAN RAW AT I.NAP 

No Jenis Pelayanan Biava ( Rp) 

Bahan Alat Tindakan Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

1 Adminjstrasi - - - 2.250 
2 Rawat lnap Umum 

- Kclns l 13.500 

- Kclas II - ' - . 9.000 
I 

4.500 • Kclc1s ill . - -

I 
3 Darnrat Medik 

- Kclas I . - - 16.750 
I 1- Kclas II . - . 5.625 ! 

- Kclas Ill . - - 4.500 

4 Ruang Bayi 
; 

6.750 - Kelas I - - -
- Kclas fl . - . 4.500 

- Kelas fII - - . 2.250 

5 Ruang Perinatologi 

- Kelas I - - - 10.125 

- Kclas II - - . 6.750 

- Kelas ill - - - 3.375 ____________ ,. 
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6 I Pemeriksaan Dokter 
trmum 

i-Kcla.c; I 

- Kclas II 

- Kelas ill 

7 : Pcmcriksaan Doktcr Ahli 

- Kclas I 

- Kelas TI 

- Kclas ill 

8 1-::onsullasi Doktcr Ahli 

Pertama 

- Kelas I 

- Kelas II 

-Kelas m 
9 Konsultasi Dokter Ahli 

Ulangan 
- Kclas I 

- Kelas II 

- Kelas ill 

10 Konsultasi Gizi 

- Kelas I 

- Kelas II 

- Kclas III 

11 Tindakan Persalinan 

Fisiologis 

a. Dok1er Umum 

- Kelas I 

- Kelas II 

- Kelas ill 

b. Bidan 

- Kelas I 

- Kclas II 

- Kelas III 

12 Tindakan Persalinan 

Patologis 

a. Doktcr ,1\hli 

- Kclas I 

- Kelas II 

- Kelas 1Il 

3 

25.500 

25.500 '• 

25.500 

25.500 

25.500 

25 .500 

35.000 

35.000 

35.000 

4 

17.000 

17.000 

17.000 

17.000 

17.000 

17.000 

25 .000 

25.000 

25.000 

5 

60.000 

45.000 

35.000 

30.000 

22.500 

17.500 

162.000 

132.000 

102.000 

6 

7.500 

5.000 

2.500 

15.000 

10.000 

5.000 

15.000 

10.000 

5.000 

7.500 

5.000 

2.500 

6.000 

4.000 

2.000 

102.500 

87.500 

77.500 

72.000 

65.000 

60.000 

222.000 

192.000 

1.62.000 

I 
I ~----·--•-------------~----·---___l.-------'----l------' 



,---r------1 __ .. . . ·- .. ··----~ .. ·-· --· -··-··------ 3 4 5 6 

h. Doktcr Umum 

- Ketas I 35.000 25.000 81.000 141.000 

I I 
! - Kelas IT 35.000 25.000 61.000 121.000 

I I 
I - Kclas Ill I 35.000 25.000 51.000 111.000 

I 
13 Ahortus dengan Digital I I 

I a. Dokter Ahli 
I 
I - Kcla.s I 7.500 6.000 27.000 40.500 

- Kclas II 7.500 6.000 22.000 35.500 

- Kelas III 7.500 6.000 17.000 30.500 

b. Dokter Umum '· 

- Kelas I 7.500 6.000 13.500 27.000 

- Kelas II 7.500 6.000 11.000 24.500 

- Kelas III 7.500 6.000 8.500 22.000 

14 Abo11us dengan Curretage 

a. Dokter Ahli 

- Kelas I 250500 17.000 100.000 142.500 

I I 
- Kclas II 25.500 17.000 85.000 127.500 

I 

I - K<.:las 111 25,500 17.500 70.000 112.500 

I 
h. Dokter Umum 

i - Kelas I 25.500 17.000 50.000 92.500 
I 

- Kclas II 25.500 17.000 42.500 85.000 

- Kelas III 25.500 17.000 35.000 77.500 

1 5 Rcsusitasi Bayi 
I 

a. Asfiksia ringan (Apgar 

7 - 10) 

- Dokter Ahli 16.000 13.500 30.000 59.500 

- Dokter lJrnum 16.000 13.500 15.000 44.500 

- Paramedis 16.000 13.500 7.500 37.000 

b. Asfeksia sedang (Apgar 

4 - 6) 

- Dokter Ahli 16.000 13.500 43.200 72.700 

- Dokter Umum 16.000 13.500 21.600 51.100 

- Paramedis 16.000 13.500 10.800 40.300 



1 2 3 4 5 6 

c. Asfcksia scdang ( Apgar 

0-3) 

- Dokter Ahli 16.000 13.500 57.600 87.100 

- Dokter Umum 16.000 13.500 28.800 58.300 

- Paramedis 16.000 13.500 14.400 43.900 

16 Rehabilitasi Medik 

a. Latihan fisik 2.750 1.375 1.375 5.500 

b. lnfra Red 2.750 . 1.~75 1.375 5.500 

c. Massage i.750 1.375 1.375 5.500 

d.Vibrator 2.750 1.375 1.375 5.500 

e. Traksi 2.750 1.375 1.375 5.500 

f. Diathenni 2.750 1.375 1.375 5.500 

g. Kompres Hot pack 2.750 1.375 1.375 5.500 

h. Electrical 3.500 1.750 1.750 7.000 

Catatan : Pemakaian obat pada rawat inap sesuai dengan standart SK Menteri Keseha~ 

dcngan Kctcntuan obat-obat.,m disediakan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. 

D. BIAYA PEMl~RIKSAAN KESEHATAN (Kil~) 

No Jcnis Pclayanan Biava (RP) 
-•-·•--

Bahan Alat Tindakan Jumfah 
·-·-- --- - - .. . ·-·-·· -- -······ ·····-· ----- -- ····· . ..... ····-·· · . .. -- .. .. --------- ----- -· 

I Ca.Ion Pcnganlin (scpasang) 3.000 2.500 4.500 10.000 

2 Calon Pegawai/Karyawan 1.500 1.000 1.500 4.000 

3 Calon Haji 2.500 2.500 5.000 10.000 

4 Caton Transmigran 1.350 650 1.500 3.500 

5 Peserta Asuransi 5.000 5.000 5.000 15.000 

6 Keperluan Sekolah 1.500 1.000 1.000 3.500 

7 Sosial (Cacat) 1.350 650 - 2.000 

8 Pengusutan / V ct R Luar 1.500 1.500 3.000 6.000 

9 Caton TKJ 2.500 2.500 5.000 10.000 

Catalan Kl.R mcliputi TB, BB, Tckanan Da.rah, Hb, Fisik Diagnostik, lmunisasi TT 

untuk Caton Pengantin Putri. Apabila memerlukan pemeriksaan lain, biaya 

scsuai tarip yang hcrlaku. 



t 
E. LAIN-LAIN 

-I~----------- Biaya ( Rp) 

_ No _ Jenis Pelayanan Adm Bahan & · Alat& Tindakan Jumlah 

Obat BHP 

l 2 3 4 5 6 7 
·-··-··• ---

I I Imunisasi 

-BCG 500 1-ffiT 2.000 1.000 3.500 + HET I 
- DPT I,II,ill 500 HET 2.000 1.000 3.500 + HET 

- Campak 500 HET 2.000 1.000 3.500 + HET 

! - Hepatitis B 500 HET 2.000 1.000 3.500 + HET ; 
i 

I 
~ TFT 500 HET 2.000 1.000 3.500 + HET 

- Meningitis 500 HET 2.000 5.000 7.500 + HET 

I - Influensa 500 HET 2.000 5.000 7.500 + HET 

- Polio 500 HET - 1.000 1.500 + HET 

2 KB 
- Suntik 500 HET 2.000 1.000 3.500 + HET 

- Pasang IUD 500 HET 2.500 10.000 13.000 + HET 

- Lepas IUD 500 - 2.500 10.000 13.000 

- Kontrol TI.JD 500 1.500 1.000 1.000 4.000 

- Pasang Implant 500 HET 2.000 15.000 18.000 + HET 

- Lepas Implant 500 - 2.500 15.000 18.000 

3 Pengasapan Vektor - HET 1.000 2.000 3.000 + HET 

DBD/fogging/KK 

4 Pcserta ASKES 

-UKS 250 750 500 500 2.000 

- Pegawai 500 - - - 500 

5 Biayn Pclayanan 

Cucian clan Seterika 

- 1 potong kain \ 

panjang/sarung - 225 225 300 800 

- 1 potong seli-

mut/handuk - 300 300 400 1.000 

- Pakaian de-wasa 

Pakaian anak - 300 I 300 400 1.000 -
6 Biaya Pcmakaian - 150 . , 150 300 500 

Ambulance orang 

sakit 

- BBM/Km. - - - - 113 harga 

BBM 

- Sewa mohil I Km - - - - 750 

- J asa Pengemudi / 

Km - - - - 250 

- Jasa Penganta.r / 

Km I - - - - 250 
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7 Kunjungan Rumah - - -

8 PPPK (Paket) - - -

9 Pengambilan Spc- 500 1-lliT 5.000 

simen STS -

Catatan: 

1. Imunisasi : Vaksin mandiri, biaya baha.n sesuai harga pasar. 

2. KB Alat kontrascpsi mandiri, sesuai harga pasar. 

3. Pengasapan Vektor DBD /fogging: 

- Biaya dikcnakan tiap mmah. 

- Pengasapan dilakukan sedikitnya 100 rnmah. 

4. Untuk pemakaian ambulance : 

a. Apabila menunggu Rp 2. 500 / jam 

b. Dalam kota dihitung 15 Km. 

c. Luar kola dihitung pulang pcrgi, minimum dihitung 15 Km. 

5. Kunjungan Rumah cligunakan untuk : 

a. BBM. 

b. Tenaga. 

c. Obat ringan. 
Apabita mcmcrlukan tindakan khusus biaya mcnycsuaikan. 

6. Biaya PPPK dihitung untuk : 

a. BBM. 

b. Tenaga. 

c. Obat ringan. 
Apabila memerlukan tindakan khusus biaya mcnycsuaikan. 
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- 4.000 

- 50.000 

5.000 10.500 + HET 


